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Abstrak

Maraknya gugatan lelang akibat penetapan nilai limit yang rendah ditambah
tidak sesuainya nilai tersebut dengan harga jual mengakibatkan kerugian
bagi beberapa pihak. Nilai limit merupakan hal wajib yang dicantumkan
dalam pelaksanaan lelang waijib, dimana penetapannya diserahkan kepada
penjual dengan melibatkan tim penilai independen. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kajian yuris penetapan nilai lelang melalui pendekatan
normative melalui PMK No 122 Tahun 2023 dan UUHT 4 Tahun 1996. Hasil
studi mengatakan bahwa penetapan nilai limit dilakukan berdasarkan laporan
penilai, laporan penaksir dan perkiraan harga sendiri. Dan dalam praktiknya
memiliki kemungkinan penyusutan sehingga menurunkan nilai limit obyek

lelang.

Kata Kunci: Nilai limit, lelang, hak tanggungan

Abstract

The rise in auction lawsuits due to the setting of low limit values, plus the
mismatch between these values and the selling price, has resulted in losses
for several parties. The limit value is a mandatory item that is included in the
implementation of a mandatory auction, where the determination is left to
the seller involving a team of independent appraisers. This research aims to
determine the juristic study of determining auction values using a normative
approach through PMK No. 122 of 2023 and UUHT 4 of 1996. The results of
the study state that the determination of limit values is carried out based on
appraiser reports, appraiser reports, and own price estimates. In practice, there
is a possibility of depreciation, thereby reducing the limit value of the auction
object.
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I. PENDAHULUAN

Berdasarkan PMK No 122 tahun 2023, lelang adalah penjualan barang yang
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan
yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang
didahului dengan pengumuman lelang. Secara sederhana, lelang merupakan
sistem pemjualan barang secara kompetitif di muka umum dengan penawaran
harga secara lisan dan akan tertutup apabila telah disepakati harga tertinggi.
Lelang memiliki beberapa komponen diantaranya; penjual, pemilik barang,
peserta lelang dan pembeli. Masing-masing pengertian komponen tersebut
diatur dalam PMK No 122 Tahun 2023 pada Pasal 1 ayat [55-58] sebagai berikut:

“55. Penjual Lelang yang selanjutnya disebut Penjual adalah Orang,
instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-
undangan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
perjanjian berwenang menjual Barang secara Lelang.

56. Pemilik Barang adalah Orang, instansi, atau lembaga yang
dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang memiliki
hak kepemilikan atas suatu Barang yang dilelang.

57. Peserta Lelang adalah Orang, instansi, atau lembaga yang
dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang telah
memenuhi syarat untuk mengikuti Lelang.

58. Pembeli Lelang yang selanjutnya disebut Pembeli adalah Peserta
Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai
pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.”

Setelah mengetahui komponen pelaksana lelang, selanjutnya terdapat
komponen lain yaitu obyek lelang atau barang-barang yang dijual pada lelang.
Barang-barang yang dijual pada lelang umumnya merupakan barang-barang
jaminan, sitaan, hak tanggungan, harta pailit, harta temuan, rampasan,
dari kasus-kasus tertentu sesuai dengan jenis lelang yang diselenggarakan.
Beradasarkan PMK No 122 tahun 2023 Pasal 2, lelang terdiri atas lelang wajib
dan sukarela. Secara teknis, lelang diselenggarakan oleh KPKNL, Balai Lelang
dan Kantor Pejabat Lelang Kelas Il (PMK No 122 Pasal 9 ayat [1]).

Lelang wajib merupakanlelang yang dilakukan untuk menjualbarang-barang
hasil putusan pengadilan atau dokumen-dokumen hukum lain yang memiliki
kekuatan hukum, dimana barang-barang tersebut wajib terjual dengan cara
lelang. Lelang waijib terdiri atas lelang eksekusi dan lelang noneksekusi. Lelang
eksekusi adalah pelaksanaan lelang atas barang-barang yang telah ditetapkan
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oleh putusan pengadilan atau dokumen-dokumen lain berkekuatan hukum. Dan
lelang non eksekusi merupakan lelang yang dilakukan untuk menjual barang-
barang yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya
adalah lelang sukarela, lelang sukarela merupakan pelelangan yang dilakukan
untuk menjual barang-barang milik perorangan, badan usaha, badan hukum
dan barang milik swasta. Pada lelang sukarela, terdapat juga lelang terjadwal
khusus yang merupakan pelelangan untuk menjual barang bergerak yang tidak
memerlukan balik nama dan pelaksanaannya dilakukan pada jadwal tertentu,
terencana dan rutin (khusus).

Di Indonesia, salah satu jenis lelang yang paling banyak dilakukan adalah
Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan. Jumlah lelang hak tanggungan pada
2023 memiliki valuasi sebesar Rp 11,7 triliun. Fenomena tersebut dibuktikan
mellui visualisasi berikut:

“irdataboks
Nilai Transaksi Lelang dalam Negeri Menurut Sumbernya (2023)

Rampasan kejaksaan - 2,23 Triliun

Harta pailit . 1,82 Triliun

Barang negara/daerah I 7485 Miliar
Eksekusi pengadilan I 414,63 Miliar
BMN tegahan kepabeanan | 28,96 Miliar
Eksek. pajak pusat/daerah 13,55 Miliar
PUPN termasuk BLBI | 31,84 Miliar

Aset eks kelolaan PT PPA 3,83 Miliar

o] 10 Triliun 20 Triliun 30 Triliu
Rupiah (Rp)

Sumber: Informasi Lain:
Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Gambar 1. Nilai Transaksi Lelang dalam Negeri
Sumber:(databoks.id, 2024)

Lelang Hak Tanggungan adalah lelang yang dilakukan karena dalam
suatu perjanjian hutang, debitur tidak mampu melakukan pelunasan kepada
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kreditur, sehingga obyek jaminan (obyek hak tanggungan) dijual dan diambil
hasilnya sebagai pelunasan piutang oleh kreditur (Undang-Undang No 6 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 19 Ayat 3). Pelaksanaan lelang ini tentu
memiliki prosedur tertentu seperti; pemberian ultimatum kepada debitur oleh
KPKNL dan Bank, apabila terjadi kredit macet dan debitur tidak bisa membayar
maka dilakukan lelang. Prosedur pengajuan lelang oleh kreditur (Bank) harus
menyertakan dokumen-dokumenatas hak tanggungantersebut, barukemudian
dilakukan penilaian obyek lelang hak tanggungan (DJKN, 2019).

Dalam pelaksanaannya, objek yang akan dilelang (obyek lelang) terlebih
dahulu dinilai dan diberikan nilai limit. Nilai limit merupakan nilai barang lelang
minimal yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual (BAB 1 Pasal 1 ayat [27],
PMK No 122 Tahun 2023). Nilai limit tersebut memiliki ketentuan-ketentuan
tambahan disesuaikan dengan ketegorilelangnya dan jenis obyek yang dilelang.
Adapun penentuan nilai limit tersebut merupakan tanggung jawab penjual,
dimana obyek lelang dinilai oleh tim penilai yaitu penaksir dan penilai. Penentuan
nilai limit merupakan syarat dari pengajuan lelang (Pasal 55 ayat [1], PMK No 122
Tahun 2023). Nilai limit nantinya akan dijadikan dasar sebagai penentuan uang
jaminan pada penawaran lelang. Menurut PMK No 122 Tahun 2023, Pasal 1 ayat
[25], uang jaminan merupakan uang penyetoran awal yang diberikan peserta
lelang kepada penyelenggara lelang sebagai jaminan. Uang jaminan ini nantinya
akan diberikan kepada pemenang lelang sesuai dengan Pasal 48.

Pada lelang obyek hak tanggungan, nilai limit ini dapat menjadi masalah
dalam pelaksanaan lelang, pasalnya apabila terjadi lelang dengan harga jual
dibawah nilai limit maka akan menimbulkan gugatan dari berbagai pihak, baik
debitur ataupun pihak lain yang bersangkutan. Salah satu contoh kasus gugatan
akibat ketidaksesuaian harga jual lelang dan nilai limit terjadi pada 2017 di Kota
Kendari, dilelang tanah beserta rumah dan bangunan senilai Rp 600.000.000
sementara nilai taksiran NJOP PBB sebesar Rp 1.394.000.000, hal ini kemudian
diajukan sebagai gugatan karena terdapat kerugian Rp 794.000.000 (Novianti
et al., 2023). Kasus serupa juga terjadi pada 2020, yang melibatkan Bank BTN
dimana, pihak debitur merasa mampu membayar kreditnya dan penetapan nilai
limit obyek hak tanggungan yang terlalu rendah (Yuningsih et al., 2022).

Fenomena-fenomena tersebut kedepannya akan terus bertambah apabila
tidak ditangani dengan baik, mengingat penetapan nilai limit menjadi hal yang
krusial dalam pelaksanaan lelang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,
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penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis mengenai penentuan
nilai limit lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Il. PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui, lelang obyek hak tanggungan merupakan
hasil dari kredit macet kreditur terhadap debitur. Obyek hak tanggungan
tersebut secara mendasar merupakan jaminan atau garansi keamanan yang
diperjanjikan kreditur terhadap debitur bahwa ia mampu melunasi kredit yang
diajukan sesuai dengan akta perjanjian kredit. Besaran obyek hak tanggungan
menyesuaikan jumlah kredit yang diberikan, apabila semakin besar pengajuan
kredit, maka semakin besar pulajaminan yang harus diberikan. Sehingga, sesuai
dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6
apabila terjadi kredit macet pihak debitur dapat melakukan penjualan obyek
hak tanggungan untuk melunasi sisa piutang tersebut (DJKN, 2019; Yuningsih et
al., 2022). Meskipun demikian, debitur (pemegang hak tanggungan) tidak dapat
serta merta mendaftarkan pengajuan lelang kepada lembaga. Berdasarkan
Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 20 bahwa
pengelolaan hak tanggungan dilakukan tiga acara diantaranya; melakukan
penjualan obyek secara langsung, dengan pelaksanaan title eksekutorial atau
pelaksanaan lelang sesuai dengan undang-undang dengan mendahulukan
hak-hak kreditor lainnya, atas kesepakatan bersama antara kreditur dan
debitur penjualan obyek hak tanggungan dilakukan dibawha tangan dengan
memungkinkan pencapaian harga jual tertinggi sehingga menguntungkan
kedua belah pihak.

Pada eksekusi hak tanggungan dengan titel eskekutorial melalui KPKNL
harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang Kelas | (Nugrohandhini & Mulyati,
2019). Berdasarkan PMK No 122 Tahun 2023 Pasal 1, pejabat lelang pada dasarnya
merupakan pejabat umum yang diberikan untuk melaksanakan lelang, dimana
pejabat lelang terbagi atas Pejabat Lelang Kelas | dan Pejabat Lelang Kelas II.
Perbedaan padajenis pejabat lelang terletak pada asal pejabat tersebut. Pejabat
Lelang Kelas | merupakan Pegawai Negeri Sipil sementara, Pejabat Lelang Kelas
[ merupakan swasta/umum yang sama-sama diangkat sebagai pejabat lelang.

Pelaksanaan lelang hak tanggungan mmeiliki beberapa tahap yang harus
dilakukan agar tidak terjadi kesalahan. Salah satunya pada tahap persiapan.
Tahap ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-
dokumen administrative seperti akta perjanjian hutang, dokumen hak obyek
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tanggungan dan bukti bahwa telah dilakukan peringatan (SP) dari bank
selaku debitur terhadap kreditur (Nugrohandhini & Mulyati, 2019). Setelah
dilakukan pemeriksaan dokumen maka selanjutnya, tim penilai akan melakukan
pengecekan lapangan obyek hak tanggungan dan melakukan penilaian dan
penaksiran untuk menentukan nilai limit obyek hak tanggungan.

Penetapan nilai limit lelang berdasarkan PMK No 122 Tahun 2023 Pasal 55
ayat [2] yang menyatakan bahwa penetapan nilai limit merupakan tanggung
jawab dan kewenangan penjual. Sebelum dilakukan penetapan nilai limit,
terlebih dahulu dilakukan penilaian pada obyek lelang oleh tim penilai. Penilaian
tersebut didasari didasari oleh laporan hasil penilaian oleh penilai, laporan hasil
penaksiran oleh penaksir dan harga perkiraan sendiri berdasarkan harga jual
obyek lelang di pasaran (Pasal 56 ayat [1], PMK No 122 Tahun 2023). Berdasarkan
Standar Penilaian Indonesia, laporan penilaian adalah dokumen yang memuat
instruksipenugasandantujuanpenilaianyangdisertaidasar penilaian dananalisis
penilaian, dalam laporan penilaian juga memuat proses analisis penilaian dan
pencantuman informasi penting lain dalam penilaian (KSPI, 2015). Sementara,
laporan penaksiran adalah

Penetapan nilai limit lelang berdasarkan PMK No 122 Tahun 2023 Pasal 57,
nilai limit yang ditulis dalam laporan penilaian memiliki beberapa ketentuan
diantaranya;

a. “Undang-UndangHak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai
Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang
gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang
Hak Tanggungan untuk pemegang hak tanggungan perorangan;

c. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang
Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-
Undang Jaminan Fidusia, atau Lelang Eksekusi barang gadai yang
Lembaga jasa keuangan selaku kreditor akan ikut menjadi Peserta
Lelang; atau

d. Lelang Wajib dengan Objek Lelang berupa saham.”

Penentuan nilai limit tersebut berlaku selama 12 bulan sesuai dengan
pasal 60, PMK 122 Tahun 2023, dan nantinya laporan penilai atas penentuan
nilai limit tersebut harus diberikan sebagai dokumen atau ringkasan penilaian
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pada pendaftaran lelang. Hasil laporan penilaian tersebut dapat berubah
masa berlakunya dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Laporan hasil penilaian
tersebut juga dapat dibantah sesuai dengan Pasal 58, PMK No 122 Tahun
2023, dimana dinyatakan bahwa penjual dapat mengubah nilai limit apabila
laporan penilaian sebelumnya masih berlaku, menunjukkan hasil penilaian atau
penaksiran terbaru dan menunjukkan harga perkiraan sendiri terbaru oleh
penjual. Sementara menurut PMK 122 Tahun 2023 Pasal 60, menyatakan bahwa
laporan penilaian atau penaksiran merupakan dokumen yang memuat hasil
penilaian atau penaksiran, dimana dokumen tersebut terdiri atas; nomorlaporan
hasil penilaian atau penaksiran, objek penilaian atau penaksiran, besaran nilai
atau taksiran, dan tanggal penilaian atau penaksiran. Laporan hasil penilaian
atau penaksiran diserahkan maksimal sebelum pelaksanaan lelang berlangsung.
Selanjutnya, harga perkiraan sendiri adalah harga hasil kalkulasi sendiri yang
didasari oleh riset pasar dan dapat dipertanggung jawabkan (datalelang.id,
2022).

Berdasarkan tiga acuan tersebut, nilai limit diharapkan dibuat seadil-
adilnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perkara perdata, hak
tanggungan yang melibatkan putusan pengadilan mewajibkan hakim/
pengadilan menentukan nilai limit pada obyek hak tanggungan karena dinilai
sebagai pihak netral (Herzie et al., 2019). Meskipun penentuan nilai limit sudah
diatur sebaik mungkin, namun dalam praktiknya penetapan nilai tersebut masih
menimbulkan pro-kontra apabila dalam pelaksanaan lelang harga lelang jauh
dibawah nilai limit. Harga lelang berdasarkan PMK No 122 Tahun 2023, Pasal 1
ayat [28], merupakan harga akhir dari penawaran tertinggi yang disahkan oleh
pemenang dan pejabat lelang. Padahal seharusnya, melaluilelang harga bidding
yang ditawarkan dapat lebih tinggi dari nilai limit.

Hal tersebut kemudian dijelaskan melalui kondisi likuidasi obyek hak
tanggungan, pada saat pertama kali dilelang tentu nilai limit merupakan harga
pasar, namun apabila pada lelang tersebut obyek lelang tidak laku maka
nilai limit tersebut diturunkan atau mengalami penyusutan, siklus tersebut
terus menerus terjadi sampai obyek hak tanggungan terjual pada pelelangan
(DJKN, 2022). Penyusutan tersebutlah yang sering kali tidak disadari oleh
debitur ataupun pihak terkait lain, yang mengakibatkan terjadinya gugatan-
gugatan pasca pelaksanaan lelang. Meskipun secara hukum, gugatan tersebut
diperbolehkan. Namun, hal tersebut bisa saja menambah periode lakunya
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barang yang kemungkinan dapat menurunkan nilai limit akibat penyusutan pada
periode selanjutnya. Maka, meskipun penetapan nilai limit merupakan tanggung
jawab penjual dan penetapannya didasari oleh tiga hal yang telah disebutkan,
baiknya memang nilai limit tidak jauh dari nilai intrinsik obyek dan tidak boleh
terlalu tinggi karena dapat menurunkan optimalisasi penjualan barang tersebut
(Sulaeman & Mayasari, 2023). Penentuan nilai limit yang sesuai takaran (tidak
terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi) meminimalisir risiko kompensasi tidak
terjual secara psikologis dapat mendorong penawaran harga yang lebih agresif
(Sibange Bange et al., 2023).

I1l. KESIMPULAN

Sejatinya pelaksanaan lelang hak obyek tanggungan merupakan salah satu
pelaksanaan lelang yang paling rawan mendapatkan gugatan karena penetapan
nilai limit dan harga jual yang berbeda. Padahal, dalam praktiknya penetapan
nilai limit obyek lelang didasari oleh laporan penilai, laporan penaksir dan harga
perkiraan sendiri. Namun, hal-hal seperti penyusutan nilaiobyek hak tanggungan
akibat tidak laku pada pelelangan pertama menjadi salah satu alasan mengapa
nilai limit dan harag jual dapat lebih rendah.
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